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PEMERINTAH KABUPATTN MUKOMUKCI

PERATURAN DAERAFI'{.ABUPATEN ffi UKOMUKO
HOMOR h raUUru ZO0Z

TEh]TANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA OINAS DATRAH KABUF}A.TEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TLIHAN YANG it'lAHA ESA

BUP,qTI MUKOMLIKO.

bahwa telah dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 0B Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ),ang d;ganti dengan
Peraturan Pernerintah l.lonror 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah maka diprandang perhr menata kembali
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;

bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas
dipandang perlu menala kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaien Mukomuko, $i
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b
diatas, perlu ciitetapkan rJengan Peraturan Daerah Kabupaten
Mukomuko:

Undang-undang Nonrur 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Mukomuko, Kabripa{en $eluma dan Kabupaten Kaur
dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik lndo:resia
Tahun 2003 f'lomor 23, Tamhahan Lembaran Negara Nomor4266);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenlukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 43B9);

Undang-undang Nornnr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lernbai;rn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan l"-emi:aran Negara l'{omor 4437);

Undang-undano Ncmcr 33 Tal"lun 20i)4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
Tambahan Lerntraran f.legara Nomor 4437).,

Peraturan Femennlah Nornsr 09 Tshun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemin.Jahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
$ipil (Lembaran i.legara Republik lnConesia Tahun 2003 Nomor 15);

2.

J.

5.
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7.

Peraturan Pemerintah Nonror 4l T1]1t'1 2007 tentang Organtsast

Perangkat Daerah ifutl"t'n Negara Republik lndonesia Tahun

2007 Nomor 89);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis ptn"tutn Orglnisai Perangkat Daerah;

DEWAN

Dengan Persetujuan Bersama

PERWAKILAN RAKYAT AAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Dan

BUPATI MUKOilIUKO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KAIUF.ATEN MUKOMUKO- TENTANG

ORGANISASI OEii'iliA'iiEruA OIT'iNS DAFRAH KABUPATEN

MUKOMUKO.

Menetapkan

o
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan:

a. Daerah adalah Kabupaten MukomuKo'

b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko'

c. BuPati adalah BuPati Mul<omuko;

rl.DPRDada|ahDewanPerwaki|anRakyatDaerahKabupatenMukomuxo;

e. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana OtonomiDaeran;

t.DinasDaerahmempunyaitugasrnelaksanakanurusanPemerintahanDaerahberdasarkan

Asas Otonomi dan Tugas Perbantuan'

g.PeraturanDilerahyangse|anjutnyadisingkatdenganPerdaadalahPeraturanDaerah
KabuPaten Mukomuko;

h. Peraturan Bupatiadalah Peraturan Bupati Kabupaten

i.

v

Mukontuko.
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8AB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO

Pasai 2

(j) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 'linas Daerah sebagaimana terlampir pada

Lampiran I dan merupakan satu kesatLra r yang tidak terpisahkan dengan Peraturarr

Daerah ini.

(2) penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural pada Dinas

Daerah dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Eupati dan Keputusan

BuoatiMukomuko.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 3

Sus'tnan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

t
1. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, FEMUDA DAN OLAH RAGA

a. KePala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum $.

- Sub Bagian KePegawaian

- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pendidikan Dasar

- Seksi Kurikulum

- Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan

- Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah

d. tsidang Pendidikan Menengah

- Seksi Kurikulum

, - Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan

- Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah

e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pemucla dan Olah Raga

- Seksi Pendidikan Luar Sekolah

- Seksi Kepemudaan

- SeksiOlah Raga

f. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

- Seksi Kebudayaan

- Seksi Pengembangan Pariwisata

- Seksi pemasaran Pariwisata
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g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

2. DINAS KESEHATAN

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian Kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Sarana Prasana Farmasi

- Seksi Sarana dan prasarana Kesehatan

- Seksi Logistik Farmasi

- Seksi Obat, Makanan dan Kosrnetika

d. Bidang Bina Program

i - Seksi Pendataan--- t
- Seksi Penyusunan, Pemantauan dan Pengendalian Program

- Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi

e. Bidang Promkes dan Kesling

- Seksi Penyuluhan Penyebarluasan Infornrasi

- SeksiJaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

- Seksi Kesehatan Lingkungan

f. Bidang P2P dan Yankes

- Seksi P2P

- Seksi Yankes/Rujukan

- Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

--a 3. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SO.qIAL

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian Kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Tenaga Kerja

- Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerla

- Seksi Keselamatan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan

- SeksiTeknclogiTTG dan PerlLrasan Kerja

ir
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d. Bidang Pelatihan Ketenagak*rjaan

- Seksi Instruktur dan Lernbaga

- Seksi Program dan Serlifirasi

- Seksi Pemngangan

e. Bidang Transmiqrasi

- Seksi Penyediaan Areal

- Seksi Penyiapan Pemukiman

- Seksi Penempatan dan pembinaan

f. Bidang Sosial

- Seksi Bimbrngan dan penyuluhan Masyarakat dan Keagamaan

- Seksi Rehabilitasi dan penanganan Masalah Sosial

- Seksi Bina Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Bencana

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. lJnit Pelaksana Teknis Dinas

4. DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, KELUARGA BERENCANA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
a. Kepala Dinas

b. 9ekretaris

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian Kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Kependudukan

- Seksi Pelayanan Kependudukan

- Seksi Pendaftaran Kependudukan dan Statistik

- Seksi Mutasi dan pengendalian penduduk

d. Bidang Catatan Sipil

- Seksi Pelayanan pendataan Kelahiran dan Kernatian

- Seksi Perkawinan dan perceraian

- Seksi Pelayanan Pengakuan dan pengesahan Anak

e. Bidang Keluarga Berencana

- Seksi Pembinaan penyuluhan KB

- Seksi Pengendalian KB, KS dan p.rmberdayaan Keluarga

- Seksi Reproduksi

Perda. Kab. Mukomuko Tahun 2007
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f. Bidang PP dan Perlindungan Anak

- Seksi PemberdaYaan PercmPuan

- Seksi Perlindungan Anak

- Seksi HAM dan Kelembagaan $/anita

g. Kelompok Jabatan Fungsiona!

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

5. DINAS PEKERJAAN UMUM

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian Kepegawatan

- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Bina Program

- Seksi Survei

- Seksi Perencanaan

- Seksi Pelaporan

d. Bidang Bina Marga

- SeksiJalan

- SeksiJembatan

- Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jetnbatan

e. Bidang Pengairan

- SeksiPengelolaan Sumber Daya Air

- Seksi Sungai, Danau, Waduk. lrrqasi dan Rawa

- Seksi Pertambangan dan Energi

e. Bidang Cipta Karya

- Seksi Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan

- Seksi Pengembangan Air Minum dan Perryehatan Lingkungan

- Seksi Penataan Ruang

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

6. DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAru, K.OPERASI, IJ Kfil DAN INVF$TASI

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian Kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan

t

$,

^5
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c. Bidang Industri

- Seksi Perlindungan Usaha industri

- Seksi Pengembangan Potensi lndu.;tri Daeralt

- Seksi Teknologi Industri

d. Bidang Perdagangan

- Seksi distribusidan Usaha Perdagangan Daerah

- Seksi Pengembangan Perdagangan Daerah

- Seksi Perlindungan Konsunren dan Persaingan Usaha

e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- Seksi Koperasi

- Seksi Usaha Kecil

- Seksi Usaha Menengah

f. Bidang Investasi

- Seksi Perencanaan Invesiasi

- Seksi Informasi dan Pronrosi

- Seksi Persetujuan lnvestasi dan ljesilitasi Ferizitt.:n

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

7. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KHI'IUTANIXU

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian tJmum

- Sub Bagian Kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan

- Seksi Proteksi Tanarnan

- Seksi Prcduksi Tanaman

- Seksi Pengolahan Hasil Pertaniair

d. Bidang Usaha Tani

- Seksi Bina Usaha Tani

- Seksi Pasca Panen dan Perytasar;:'-t

- Seksi Kelembagaan Tanr

e. Bidang Perkebuna'n

- Seksi Budidaya Perkebunan

- Seksi Pembenihan

- SeksiTeknologi Produksi dan Pr"oteksi

$r
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f. Bidang Kehutanan

- Seksi Pengusahaan dan Rehabiliiasi Hutan

.seksiPenataandanPenyusunanRencanaKehutanan

- Seksi Perlindungan dan Pengamanan llutan

g. KelomPok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

8. DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Cn

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian KePegawaian

- Sub Bagian Keuangan

c, Bidang Produksi

.SeksiTekno|ogidanProduksiPe,rangkapandanBudidayaIkan

- seksiTeknolgi Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan

- seksi Pengawas Pengendali Muiu Produksi Perikanan dan Kelautan

d. Bidang Prasarana

- Seksi Prasarana Penangkapan d;n Budidaya lkan $r

- Seksi Prasarana Pengolahan lkan

- Seksi Operasional Pusat Pendaratan lkan

e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan sumber Daya Perikanan dan Kealutan

- Seksi Pengawasan Pembenihan dan Pembudidayaan lkan

- Seksi Pengawasan Mutu Ekspor lJasil Perikanan

-SeksiPengawasandanPer|indunganSr:mberDayaKelautan

f. Bidang Peternakan

- Seksi Kesehatan Hewan dan ProCuksi Ternak

- Seksi Pengawasan Hervan

- Seksi Pengembangan dan Agribisnis

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. [Jnit Pelaksana Teknis Dinas

€--._-:#:i'ffi-
Tahun 2007
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9. DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN NAERAFI

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian KePegawaian

- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang PenetaPan

- Seksi Perhitungan

- Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

- Seksi Keberatan dan Angsuran

c. Bidang Penagihan

- Seksi Penagihan Pajak

- Seksi Penagihan Retribusi

- Seksi Penerimaan Lain-lain dan Bagi Hasil

d. Bidang Kekayaan

- Seksi Perencanaan Kebutuhan

- Seksi Pemeliharaan dan Inventarisasi

- .-ieksi PenghaPusan

f. Bidang Pembukuan dan PelaPoran

- Seksi Pembukuan dan Penerimaan

- Seksi Pembukuan Benda Berharga

- Seksi PelaPoran

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 4

Struktur Organisasi masing-masing Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana

terlampir pada Lampiran ll dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

BAB IV

KELOMPOK JAEATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

(1) Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan

spesialisasi berdasarkan Kebutuhan dengan Prosedur ketentuan yang berlaku.

tr

Perda. Kab. Mukomuko Tahun 2007



e

(2) Kelompok Jabatan Fungsional nrempunyar tugas ntelaksanakan sebagian tugas Pemerintah

Dasrah sesuat dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 6

1) Kelompok Jabatan Fungsional terdii"i dar-i sejunilah tenaga fungsional yang diatur dan

ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan,

2) Kelompok Jabatan Fungsionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh tenaga

fungsional senioryang ditunjuk oleh Bupati.

3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diaiur berdasarkan Perundang-undangan yang

berlaku.

5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.

BAIS V

TATA IdTRJA

Pasel 7

Dalam melaksanakan tugas setiap Prmpinan Satuan Crganisasi dan Kelompok Tenaga

Fungsional wajib merrerapkan prinsip koordinasi, rntegrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antai Satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah

Kabupaten serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tug*'
masing-masing.

Pasal 8

Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjardi

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peratt'ran

Perundang-undangan yang berlaku

Pasal I
(1) Setiap Pimpinan Satua,r Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung

jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada

waktunya.

(2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pimpinan

Organisasi dari bavrahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusannya wajib

disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.

(4) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalant

rangka pemberian b
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(1)

\t)
(3)

(4)

(5)

BAB V.

E$ELON JABATAN

Pasal 10

Kepala Dinas adalah jabatan Eselon ll B

Sekretaris Dinas diangkat dalam jabatan Eselon lll A

Kepala Bidang diangkat dalam jabatan Eselon tll B

Kepala seksi, Kepala sub Bagian, Kepala sub Bidang dan Kepala unit Pelaksana Teknts

Dinas/Lembaga Teknis Dinas adalah jabatan Eselon lV A

Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan

merupe kan jabatan Struktural Eselon lV B

(6) Kepala Tata usaha sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata usaha sekolah

Menengah merupakan jabatan StrukluralV A

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kepala Bidang Pada Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko yang telah menduduki jab'atan

;truktural eselon lll A sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak

kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon lll A'

*'r

BAB VIII

KETEhITUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Setiap Satuan Organisasi Dinas Daerah dapat membentuk Pelaksana Teknis Dinas yang

ditetapkan dengan Peratt'ran Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(.1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, rnaka Peraturan Daerah Kaburpaten Mukomuko

Nomor 07 Tahun 2006 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Mukomuko dinyatakan tidak berlaku lagi'

Perda. Kab. Mukomuko Tahun 20UT
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(2) t{al-hal Yang belum

pelaksanaanYa akan

BuPatiMukomuko'
Pasal 14

PeraturanDaerahiniber|akusejaktanggatdiundangkan,

Agarsetiaporangdapatmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan

DaerahinidenganpenempatannyadalamLernbaranDaerahKabupatenMukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko

Pada ianggal 2007

BUPATI MUKOMUKO,

ICHWAN YUNUS

diatur dalam Peraturan Saerah ini

di atur lebih lanjut dengan Peraturan

sepanjang mengenai teknis

Bupati dan atau KePutusan

ot

*,

Perda. Kab. Mukomuko
Tahun 2OAT



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NO|YIOR TAHUN 2007

TANGGAL 2OO7

-$

KEDUDUKAN,TUGASpoKoKCIANFUNG$IDtNASDAERAH
KABU P ATEtI I!4UKOnnU KO

"-.+-"i-

I. DINAS PENDTDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN CILAH RAGA

A. KEDUDUKAN

Dinas pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan olah Raga merupakan

UnsurpelaksanaTeknisbidangPendiciikan,Kebudayaan,Pariwisata,Pemudadan

olah Raga, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan

oertanggungjawabkepadaBupatime|a|uisekretarisDaerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata. Pemuda dan olah Raga mempunyai

tugas melaksanakan katenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan'

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas

pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Penruda dan Olah Raga menyelenggaraka*.

fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b,Penye|enggaraanPe|ayananUmUmsesuaidengan|ingkuptugasnya;

c.Pembinaanpelaksanaan|ugassesuaidenganlingkuptugasnya;

d. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya'

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

, fungsinYa.
--,

lt. DIN/,S KESEHATAN

A. KEDUDUKAN

Dinas Kesehatan meruPakan

seorang KePala Dinas Yang

melalui Sekretaris Daerah.

unsur pelaksana Teknis bidang Kesehatan dipimpin oleh

frerada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

,'=
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B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentiasi,

desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas

Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuaidengan tugas Can

fungsinya.

III. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

,\. KEDUDUKAN

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial merupakan unsur pelaksana Teknis

bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI }T

1. Dinas Tenaga ,(erja, Transmigrasi dan Sosial .nempunyai tugas rnelaksanakan

kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksarakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas lenaga

kerja, transmigrasidan sosial menyelenggarakan fungsi :

e. Perumusan kebijakan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggataan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuaidengan tugas dan

fungsinya.

_
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IV. DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN $IPIL, KELUARGA EERENCANA'

PEMBERDAYAANPEREMPUANDANPERL|NDUNGANANAK

A. KEDUDUKAN

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

Jan perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Kependudukan,

Catatan Sipil, Keluarga Berencana, Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan

bertanggungjawabkepadaBupatimelaluisekretarisDaerah'

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan'

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas

Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarqa Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penyelengg araan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup lugasnya;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pembinaan terhadap unit pelaksar a teknis dinas dalam lingkup tugasnya; $,

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yarg diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

V" DINAS PEKERJAAN UMUM

A. KEDUDUK.AN

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Terknis bidang Pekerjaan Umu.n,

,' ::jTi:ff1 ;ffi::#:;:,.3::,.:;nn 
ou'uoa di bawah dan bertanssunsiawab

ts. TUGAS DAN FUNGSI

1 . Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanake n kewenanEan

dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas

Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan pelaksanaan tuags sesuai dengan lingkup tugasnya;
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d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

e. Melaksanakan tugas{upas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsi,tya.

VI. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN INVESTASI

A. KEDUDUIiAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kope'asi, UKM dan Investasi merupakan unsur

pelaksana Teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Investasi,

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TU3AS DAN FUNGSI

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, l(operasi. UKM dan Investasi mempunyai

tugas melaksanakan kewenangan dekt nsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas selragaimana dinraksud poin 1 diatas, Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan lnvestasi menyelenggarakan

fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; $,

c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuaidengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

VII. DINAS PERTANIAN. PERKEBUNAN NAN KEHUTANAI'J

A. KEDUDUKAN

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehi-rtanan nlerupakan unsur pelaksana Teknis

bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehut*nan. dipimpir oleh seorang Kepala Dinas

yang berada di ba'sah dan brertanggungjawab keprda Bupati melaiui Sekretaris

Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1 Dinas Pertar,ian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas

Pertanian, Perkebunan dan KehLrtanan menyelenggarakan fungsr .
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Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

PembinaanterhadapunitpeIaksanateknisdinasda|am|ingkuptugasnya;

Me|aksanakantugas-tugaslainyangdiberikanBupatisesuaidengantugasdarr

fungsinya.

\,III. DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETIRNAKAH

b.

d.

A. KEDUDUKAN

Dinas Kelautan'

bidang Kelautan,

yang berada di

Daerah.

Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Teknis

perikanan dan Peternakan, clipimpin oleh seorang Kepala Dinas

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

..1tl

I

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Ke|autan, Perikanan dan Peternakan mernpunyai tugas me|aksanakan

kewenangan dekonsentrast' desentralisasi dan pembantuan'

2.Da|amme|aksanakantugassebagairrianadirnaksudpoinldialas,DinasKe|autan,

Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi ' *,
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b.PenyelenggaraanPelayananumumsesuaidenganlingkupiugasnya'

c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingflup tugasnya;

e. Melaksanakan tugas{ugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinYa.

IX. DINAS PENDAPATAN DAN KEK,AYAAN DAERA'H

A, KEDUDUK,AN

Di'rasPendapatandanKekayaanDaerahmerupakanunsurpe|aksanaTeknisbidang

Pendapatan dan Kekayaan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada

dibawahdanbertanggungjawabkepacjaBupatime|a|uiSekretarisDaerah.

B. TUGAS DAN FUT'IGSI

1. Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan dekonsentrasi' desentralisasi dan pernbantuan'
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2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas

Pendapatan dan Kekayaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuaidengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

BUPATI M

a-J
ICHWAN YUNUS

I

\l

s.
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